


Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250).

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20).

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian.

10.Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan
dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN
DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi
Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut berikut :
1) Menyiapkan penyediaan pelayanan informasi publik di lingkup

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
secara cepat, tepat, sederhana dan bertanggung jawab;

2) Mengelola, mengklasifikasi, memelihara, memutakhirkan, dan
menerbitkan Daftar Informasi Publik secara tepat di lingkup
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;

3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan,
keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;

4) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada
PPID Pelaksana Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
dan PPID Utama Kementerian Pertanian;

5) Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan
PPID;

6) Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID di lingkup Balai
Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;

7) Menyediakan akses Informasi bagi pemohon informasi.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan

wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai
Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian selaku








